[image: image1.emf]

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2016. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Kepulauan Riau baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. 

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. 

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2016 diharapkan akan mempu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Provinsi Kepulauan Riau
3.1.1.
Kondisi  Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dan Perkiraan  Tahun 2015 

Secara teoritis, situasi perekonomian suatu daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, dipengaruhi oleh faktor endogen yang berasal dari internal, maupun faktor lain dari tataran ekonomi level di atasnya seperti perkembangan perekonomian regional, nasional bahkan internasional. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil.
 Setelah mengalami perlambatan pada beberapa triwulan sebelumnya, realisasi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah termasuk juga Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2014 mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi global. 
Untuk keseluruhan tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi di sebagian besar daerah mencatat angka yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Melambatnya kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang mengemuka di sepanjang 2014, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik.
Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 tergambar dari capaian kinerja ekonomi makro Tahun 2014. Sedangkan perkiraan  perekonomian Tahun 2015 diasumsikan sesuai dengan target RPJMD pada tahun 2015 sebagaimana tergambar dari tabel berikut ini.
Tabel 3.1

Kondisi  Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dan Perkiraan  Tahun 2015
	Komponen
	Capaian Tahun 2014
	Target RPJMD Tahun 2015

	1. Pertumbuhan Ekonomi
	6,13%
	7,9%

	2. Tingkat Pengangguran (% dari angkatan kerja)
	6,69%
	5,25%

	3. Penurunan Angka Kemiskinan 
	6,70%
	12,00%**


** : Target pada RPJMD 2010-2015 (berdasarkan indikator kemiskinan Mikro)

a. Pertumbuhan Perekonomian Kepualaun Riau

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan berupaya mengurangi ketergantungan tinggi terhadap sektor primer. Sebaliknya sektor sekunder atau tersier terus diupayakan memiliki andil yang lebih baik.
Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, dimana pemerintah daerah menentukan sendiri ke mana arah pembangunan ekonominya (buttom up planing), tentu membutuhkan data statistik perekonomian yang akurat dan terbaru serta dapat tersaji secara kontinyu.


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2014 secara umum mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menjadi 7,32 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 7,11 persen.

Pada tahun 2014, nilai PDRB Kepulauan Riau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada nilai PDRB tahun 2014 dengan migas ataupun tanpa migas, serta berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku. Berikut gambaran nilai PDRB Kepulauan Riau dari tahun 2011-2014.

Tabel 3.2. 
Harga Konstan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010

Tahun 2010-2014 (Milyar)
	Sektor
	2010
	2011
	2012*
	2013
	2014

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikana
	4.506,56
	4.683,47
	4.794,17
	5.000,07
	5.379,18

	Pertambangan dan Penggalian
	19.854,86
	20.380,23
	21.413,42
	22.106,06
	22.834,72

	Industri Pengolahan 
	42.191,39
	45.483,54
	49.155,55
	53.173,70
	57.382,16

	Pengadaan Listrik , Gas
	953,34
	1.051,83
	1.127,55
	1.183,06
	1.246,70

	Pengadaan Air  
	155,61
	168,31
	176,92
	184,03
	187,76

	Konstruksi
	17.950,71
	19.443,48
	21.642,83
	23.956,46
	26.074,83

	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
	7.917,72
	8.481,72
	9.067,59
	9.755,86
	10.767,00

	Transportasi dan Pergudangan
	2.953,54
	3.226,83
	3.456,04
	3.667,81
	3.931,83

	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum
	2.092,64
	2.277,42
	2.474,83
	2.665,83
	2.983,06

	Informasi dan Komunikasi
	2.297,39
	2.523,27
	2.700,32
	2.874,48
	3.076,75

	Jasa Keuangan
	2.886,95
	3.318,54
	3.536,13
	3.748,37
	3.969,46

	Real Estate
	1.773,64
	1.903,10
	1.997,11
	2.110,29
	2.245,19

	Jasa Perusahaan
	5,67
	6,34
	6,93
	7,44
	7,59

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	2.486,18
	2.724,32
	2.892,26
	3.028,83
	3.240,36

	Jasa Pendidikan
	1.551,28
	1.577,44
	1.772,83
	1.827,20
	1.905,30

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1.064,84
	1.138,74
	1.230,37
	1.250,99
	1.311,57

	Jasa Lainnya
	581,41
	572,83
	590,11
	594.37
	624,10

	PRODUK DOMESTIK BRUTO
	111.223,73
	118.961,42
	128.034,97
	137.134,85
	147.167,57


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.3. 
Harga Berlaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010

Tahun 2010-2014 (Milyar)
	Sektor 
	2010
	2011
	2012*
	2013
	2014

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	4.506,56
	4.871,64
	5.267,72
	5.816,59
	6.214,90

	Pertambangan dan Penggalian
	19.854,86
	21.583,42
	23.949,86
	26.030,35
	27.906,23

	Industri Pengolahan 
	42.191,39
	48.288,41
	55.871,33
	63.641,75
	70.787,39

	Pengadaan Listrik , Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
	953,34
	1.395,46
	1.723,60
	1.904,76
	1.925,64

	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 
	155,61
	169,34
	185,29
	198,35
	211,31

	Konstruksi
	17.950,71
	21.740,39
	25.458,01
	29.533,93
	33.310,22

	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
	7.917,72
	9.091,26
	9.942,79
	10.828,17
	12.836,24

	Transportasi dan Pergudangan
	2.953,54
	3.391,93
	3.915,03
	4.559,45
	6.156,03

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	2.092,64
	2.325,64
	2.689,94
	3.086,31
	4.248,69

	Informasi dan Komunikasi
	2.297,39
	2.461,02
	2.664,81
	2.870,45
	3.125,46

	Jasa Keuangan dan Asuransi
	2.886,95
	3.481,68
	3.928,68
	4.352,11
	4.840,25

	Real Estate
	1.773,64
	1.978,33
	2.158,66
	2.367,49
	2.639,90

	Jasa Perusahaan
	5,67
	6,17
	6,97
	7,84
	8,32

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	2.486,18
	2.781,36
	3.182,04
	3.722.47
	4.153,56

	Jasa Pendidikan
	1.551,28
	1.598,83
	1.955,54
	2,117.87
	2.286,14

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1.064,84
	1.169,83
	1.298,4
	1,390.85
	1.518,62

	Jasa Lainnya
	581,41
	579,50
	642,08
	683,43
	746,63

	PRODUK DOMESTIK BRUTO
	111.223,73
	126.914,20
	144.840,79
	163.112,15
	182.915,53


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau


Pertumbuhan nilai PDRB yang terjadi di Kepulauan Riau dapat dikatakan merupakan total dari keseluruhan pertumbuhan PDRB di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Besaran petumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota tersebut tentunya berbeda-beda. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini, dimana Kota Batam masih menjadi penyumbang angka pertumbuhan PDRB terbesar di Provinsi Kepulauan Riau

Menurut besaran nilai PDRB diatas, maka dapat dilihat persentase distribusi PDRB menurut lapangan usahanya dari tahun ke tahun, dimana terjadi dinamika pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat tren laju pertumbuhannya, banyak sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor yang mengalami tren positif (kenaikan) antara lain sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor yang yang dominan di Kepulauan Riau. 

Tabel 3.4. 
Distribusi Persentase PDRB dengan Migas

Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014

	Sektor
	2010
	2011
	2012*
	2013
	2014

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	4,05
	3,84
	3,64
	3,57
	3,40

	Pertambangan dan Penggalian
	17,85
	17,01
	16,54
	15,96
	15,26

	Industri Pengolahan 
	37,93
	38,05
	38,57
	39,02
	38,70

	Pengadaan Listrik , Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
	0,86
	1,10
	1,19
	1,17
	1,05

	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 
	0,14
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12

	Konstruksi
	16,14
	17,13
	17,58
	18,11
	18,21

	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
	7,12
	7,16
	6,86
	6,64
	7,02

	Sektor
	2010
	2011
	2012*
	2013
	2014

	Transportasi dan Pergudangan
	2,66
	2,67
	2,70
	2,80
	3,37

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	1,88
	1,83
	1,86
	1,89
	2,32

	Informasi dan Komunikasi
	2,07
	1,94
	1,84
	1,76
	1,71

	Jasa Keuangan dan Asuransi
	2,60
	2,74
	2,71
	2,67
	2,65

	Real Estate
	1,59
	1,56
	1,49
	1,45
	1,44

	Jasa Perusahaan
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	2,24
	2,19
	2,20
	2,28
	2,27

	Jasa Pendidikan
	1,39
	1,26
	1,35
	1,30
	1,25

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	0,96
	0,92
	0,90
	0,85
	0,83

	Jasa Lainnya
	0,52
	0,46
	0,44
	0,42
	0,41

	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : Badan Pusat Statistik
*   Angka Sementara


**  Angka Sangat Sementara
Perekonomian Kepulauan Riau secara kumulatif pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomiyang positif. Adapun pertumbuhan ekonomi kumulatif tahun 2014 tercatat sebesar 7,32%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,11%. Jika dilihat tren pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dari 5 (lima) tahun sebelumnya memang sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi dari tahun 2013 dan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mulai mengalami peningkatan bahkan di tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013. 
Pada tahun 2015, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,9% optimis dapat tercapai dengan pertimbangan pada Triwulan I 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 7,14%. Lebih jelasnya mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Milyar Rupiah)
	Lapangan Usaha
	Harga Berlaku 
	Harga Konstan

	
	Triwulan I 2014
	Triwulan IV 2014
	Triwulan I 2015
	Triwulan I 2014
	Triwulan IV 2014
	Triwulan I 2015

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	1.461,63
	1.659,45
	1.710,60
	1.307,97
	1.374,25
	1.374,85

	Pertambangan dan Penggalian
	6.799,23
	7.233,66
	7.425,63
	5.609,47
	5.894,81
	5.910,47

	Industri Pengolahan 
	16.745,07
	18.597,34
	18.770,96
	13.837,70
	14.845,42
	14.856,06

	Pengadaan Listrik , Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
	461,64
	499,06
	506,25
	301,72
	322,73
	316,12

	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 
	51,67
	54,32
	56,07
	46,46
	47,59
	47,94

	Konstruksi
	7.892,68
	8.862,38
	9.056,88
	6.358,08
	6.736,00
	6.734,56

	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
	3.068,15
	3.438,35
	3.501,83
	2.544,17
	2.860,82
	2.867,47

	Transportasi dan Pergudangan
	1.441,80
	1.667,86
	1.728,26
	950,88
	1.014,21
	1.018,47

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	992,89
	1.139,13
	1.167,51
	706,09
	784,13
	788,29

	Informasi dan Komunikasi
	735,14
	846,10
	871,54
	739,97
	795,48
	802,02

	Jasa Keuangan dan Asuransi
	1.187,45
	1.242,68
	1.270,31
	988,59
	999,93
	1.003,56

	Real Estate
	620,40
	704,57
	722,09
	537,36
	583,03
	587,81

	Jasa Perusahaan
	2,05
	2,13
	2,20
	1,88
	1,91
	1,92

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	986,33
	1.116,94
	1.161,36
	777,99
	857,63
	856,01

	Jasa Pendidikan
	543,63
	598,83
	638,45
	457,53
	493,78
	495,88

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	358,96
	399,19
	411,04
	313,43
	341,47
	344,26

	Jasa Lainnya
	176,44
	201,01
	208,65
	148,90
	165,50
	166,53

	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	43.525,16
	48.263,00
	49.209,63
	35.628,19
	38.118,70
	38.172,22


Sumber : Badan Pusat Statistik
Tabel 3.6. 
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (%)
	Sektor 
	Triwulan I 2015 terhadap Triwulan IV 2014
	Triwulan I2015 terhadap Triwulan I2014 
	Sumber Pertumbuhan (year on year) 
	Sumber Pertumbuhan (quartal to quartal) 

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	0,04
	5,11
	0,19
	0,00

	Pertambangan dan Penggalian
	0,27
	5,37
	0,84
	0,04

	Industri Pengolahan 
	0,07
	7,36
	2,86
	0,03

	Pengadaan Listrik , Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
	-2,05
	4,77
	0,04
	-0,02

	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 
	0,74
	3,20
	0,00
	0,00

	Konstruksi
	-0,02
	5,92
	1,06
	0,00

	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
	0,23
	12,71
	0,91
	0,02

	Transportasi dan Pergudangan
	0,42
	7,11
	0,19
	0,01

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	0,53
	11,64
	0,23
	0,01

	Informasi dan Komunikasi
	0,82
	8,39
	0,17
	0,02

	Jasa Keuangan dan Asuransi
	0,36
	1,51
	0,04
	0,01

	Real Estate
	0,82
	9,39
	0,14
	0,01

	Jasa Perusahaan
	0,21
	1,92
	0,00
	0,00

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	-0,19
	10,03
	0,22
	0,00

	Jasa Pendidikan
	0,42
	8,38
	0,11
	0,01

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	0,82
	9,84
	0,09
	0,01

	Jasa Lainnya
	0,63
	11,84
	0,05
	0,00

	PRODUK DOMESTIK BRUTO
	0,14
	7,14
	7,14
	0,14


Sumber : Badan Pusat Statistik
b. Investasi
Iklim berinvestasi di Kepulauan Riau tergolong sudah baik, hal itu diantaranya dapat dilihat dari waktu pengurusan perijinan berinvestasi yang sudah menggunakan layanan satu atap, angka kriminalitas yang tertangani yang sudah baik, rendahnya jumlah demonstrasi.
Dalam mendukung pelayanan iklim berinvestasi, Provinsi Kepulauan Riau telah mensederhanakan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perijinan baik itu terkait PMA dan juga PMDN terlihat peningkatan pada tahun 2014.

Tabel 3.7
Kondisi Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau

	Kondisi Investasi
	Kondisi 2014
	Capaian 2010-2014
	Target 2015

	Jumlah  investor  berskala  nasional

PMDN/PMA
	290
	3.146
	2.000

	Rasio daya serap tenaga kerja
	
	
	

	PMA (orang)
	18.065
	18.065
	15.000

	PMDN (orang)
	9.986
	9.986
	1.500

	Realisasi Penanaman Modal Asing (US$ Juta)
	215
	215
	200

	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar) 
	20
	5.940
	2.250

	Jumlah kerjasama penanaman modal (MoU)
	0
	0
	10

	Jumlah kemitraan antara pengusaha

besar dan menengah dengan pengusaha kecil (kemitraan)
	-
	5
	8

	Jumlah iklan promosi investasi (kali)
	4
	11
	6


Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hal tersebut, masih diperlukan peningkatan jumlah kerjasama penanaman modal (MoU) dan jumlah kemitraan antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil (kemitraan) dalam rangka penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.

c. Ekspor-Impor

Ekspor
Jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2013, nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 secara kumulaitf mengalami penurunan sebesar 6,33 persen atau menurun dari US$16.769,05 juta menjadi US$15.707,32 juta. Turunnya nilai ekspor tahun 2014 disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi migas sebesar 6,62 persen dan non-migas sebesar 6,17 persen. Sedangkan pada bulan Desember 2014 nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 7,95 persen dibandingkan dengan ekspor di bulan sebelumnya (November 2014), sedangkan bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (Desember 2013), ekspor Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 40,70 persen. Turunnya nilai ekspor Desember 2014 disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi non-migas dan migas, masing-masing sebesar 24,82 persen dan 58,06 persen. 
Gambar 3.1. 
Perkembangan Ekspor Provinsi Kepulauan Riau Desember 2013, November 2014 dan Desember 2014
[image: image2.emf]
Sumber : BPS Kepulauan Riau

*) angka sementara

Kegiatan ekspor Provinsi Kepulauan Riau angka sementara pada bulan Februari 2015 dibanding Januari 2015 turun sebesar 10,11 persen, yaitu dari US$1.005,02 juta menjadi US$903,37 juta. Turunnya nilai ekspor Februari 2015 disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi non-migas dan migas, masing-masing sebesar 12,40 persen dan 5,36 persen.

Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 11,68 persen, yaitu dari US$1.022,89 juta menjadi US$903,37 juta. Turunnya nilai ekspor Februari 2015 disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi non-migas sebesar 19,97 persen, sementara migas naik 10,32 persen.
Gambar 3.2. 

Perkembangan Ekspor Provinsi Kepulauan Riau Februari 2014, Januari dan Februari 2015
[image: image3.emf]
Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar US$ 14,25 milyar optimis tercapai. Meskipun total nilai ekspor selama Januari – Februari 2015 mencapai US$ 1,925 milyar (13,5% dari target ekspor), namun secara kumulatif selama tahun 2014, nilai ekpor Provinsi Kepulauan Riau mencapai US$15.707,32 juta.
Impor

Kegiatan impor Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2014 dibanding tahun 2013 turun sebesar 11,26 persen, yaitu dari US$12.258,32 juta menjadi US$10.877,43 juta. Turunnya nilai ekspor Januari-Desember 2014 disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi migas dan non-migas masing-masing sebesar 18,99 persen dan 9,48 persen.
Namun demikian, nilai impor Kepulauan Riau selama Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen dibanding impor November 2014. Naiknya impor disebabkan oleh naiknya impor komoditi migas sebesar 35,33 persen, sementara non-migas turun sebesar 4,64 persen
Gambar 3.3. 

Perkembangan Impor Provinsi Kepulauan Riau Desember 2013, November 2014 dan Desember 2014
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Sumber : BPS Kepulauan Riau

*) angka sementara

Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau angka sementara selama Februari 2015 mencapai US$634,04 juta, terdiri dari impor migas sebesar US$84,62 juta dan impor non-migas sebesar US$549,42 juta. Nilai impor Kepulauan Riau selama Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 20,08 persen dibanding impor Januari 2015. Turunnya impor disebabkan oleh turunnya impor komoditi non-migas sebesar 22,91 persen, sementara migas naik sebesar 5,02 persen.
Selama Februari 2015 impor non-migas terbesar adalah golongan barang mesin/peralatan listrik dengan nilai US$153,73 juta atau 27,98 persen dari total impor non-migas. Negara pemasok barang impor terbesar pada bulan Februari 2015 ditempati oleh Singapura dengan nilai US$245,59 juta dengan konstribusi 38,73 persen..
Gambar 3.4. 

Perkembangan Impor Provinsi Kepulauan Riau Februari 2014, Januari dan Februari 2015
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Sumber : BPS Kepulauan Riau

*) angka sementara

d. Perekembangan Harga (Inflasi)
Inflasi Kepulauan Riau (Kepri) 2014 sebesar 7,59% (yoy) lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,24% (yoy) dan inflasi nasional sebesar 8,36% (yoy).

Pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM sehingga mendorong kenaikan tarif angkutan menjadi penyebab utama meningkatnya realisasi inflasi Kepri 2014. Meskipun terjadi peningkatan inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi, secara tahunan inflasi Kepri 2014 tercatat sebesar 7,59% (yoy), masih lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya dan inflasi nasional masing-masing sebesar 8,24% (yoy) dan 8,36% (yoy). Secara triwulanan, inflasi Kepri sebesar 4,48% (qtq)lebih tinggi dibanding inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,14% (qtq).


Berdasarkan disagregasi inflasi, pendorong utama inflasi 2014 bersumber dari inflasi kelompok administered price yang disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas bensin, solar, dan tarif angkutan. Inflasi kelompok volatile food menjadi penyumbang terbesar kedua, khususnya komoditas beras, bayam,dan cabai.


Kenaikan inflasi Provinsi Kepulauan Riau lebih dipengaruhi oleh pergerakan inflasi Kota Tanjungpinang yang mencapai 7,49%, pergerakan inflasi dan Kota Batam sebesar 7,61%. Meskipun sampai dengan akhir tahun tingkat inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau berada pada tingkat tertinggi, namun pergerakan inflasi Kepulauan Riau telah berangsur-angsur turun.
e. Ketenagakerjaan
Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2015 bertambah sebanyak 3.408 orang dibanding keadaan Februari 2014. Penduduk yang bekerja pada Februari 2015 berkurang sebanyak 30.661 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2014). Sementara jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan sebanyak 34.069 orang jika dibanding keadaan Februari 2014. Dalam setahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan, TPAK Februari 2014 sebesar 67,83 sedangkan TPAK pada Febuari 2015 sebesar 66,16.. 

Selama setahun terakhir (Februari 2014―Februari 2015), jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada beberapa sektor, terutama di sektor kontruksi sebanyak 48.155 orang (44,63 persen), sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 30.716 orang (16,58 persen), sektor perdagangan sebanyak 28.885 orang (15,20 persen) serta sektor pertambangan sebanyak 21.483 orang (76,72 persen). Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor industri yang mengalami kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 64.732 orang (51,14 persen).

Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2015, sebanyak 680.960 orang (83,61 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 37.181 orang (4,57 persen). Pada Februari 2015, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD kebawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 240.653 orang (29,55 persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan diploma sebanyak 25.744 orang (3,16 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas sebanyak 59.823 orang (7,35 persen).
Lebih jelasnya mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2014 – 2015  

	Jenis Kegiatan Utama
	2014
	2015

	
	Februari
	Agustus
	Februari

	1. Angkatan Kerja
	892.035
	878.415
	895.443

	Bekerja
	845.088
	819.656
	814.427

	
Penganggur
	46.947
	58.759
	81.016

	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	67,83
	65,95
	66,16

	3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	5,26
	6,69
	9,05

	4. Pekerja Tidak Penuh
	144.094
	113.030
	133.467

	
Setengah Penganggur
	33.019
	26.918
	28.805

	
Paruh Waktu
	111.075
	86.112
	104.662


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2015
Pada tahun 2014, tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau meningkat mencapai 6,69%, serta pada tahun Februari 2015 berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 9,05%. Berdasarkan hal tersebut, terjadi tren peningkatan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan tidak hanya di sektor industri pengolahan saja, namun juga sektor kelautan dan perikanan. Hal lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengurangi tingkat pengangguran, dengan melaksanakan program melaksanakan berbagai macam pelatihan  kerja serta melaksanakan program padat karya dan teknologi  tepat guna untuk menyerap tenaga kerja.

f. Penurunan Angka Kemiskinan  

Pada tahun 2014, angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 6,70% jauh lebih baik dibandingkan dengan taregt RPJMD Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 sebesar 12%. Diharapkan pada tahun 2015 target angka kemiskinan sebesar 10% dapat tercapai. Hal ini didasarkan karena telah adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam hal Pengentasan Kemiskinan. Meskipun kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Pengentasan Kemiskinan berakhir di Tahun 2015, namun tidak menutup kemungkinan kerjasama ini akan dilaksanakan kembali, mengingat dampaknya yang sangat signifikan dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberian Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3.1.2.
Perkiraan Kondisi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dan 2015
Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada awal tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kepri akan melambat sejalan masih rendahnya konsumsi serta meredanya tekanan inflasi. Secara keseluruhan 2015, perekonomian Kepri diperkirakan tumbuh menguat pada kisaran 7,5% - 7,7% (yoy). Beberapa faktor yang penopang penguatan pertumbuhan yaitu perkiraan perbaikan ekonomi global yang akan mendorong peningkatan permintaan ekspor.
Tingkat investasi juga diyakini akan meningkat seiring dengan adanya rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga tingkat konsumsi masyarakat berpeluang meningkat ditopang oleh perkiraan penurunan laju inflasi serta peningkatan penghasilan.

Sementara itu, secara khusus untuk triwulan I 2015, perekonomian Kepri diperkirakan melambat dibanding pertumbuhan triwulan IV 2014. Perlambatan perekonomian akan dipengaruhi oleh masih rendahnya konsumsi masyarakat, masih terbatasnya belanja pemerintah serta kinerja ekspor yang relatif masih rendah di awal tahun. Berdasarkan data historis dan perkembangan beberapa indikator terkini, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2015 diprakirakan berada pada kisaran 7,3% - 7,5% (yoy).

Dari sisi eksternal, ekonomi global secara keseluruhan 2015 diperkirakan membaik, dan tumbuh sebesar 3,6% (yoy), meningkat dibanding pertumbuhan 2014 sebesar 3,3% (yoy) (Tabel 6.1). Penguatan ekonomi global terutama akan ditopang oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Selain itu, penguatan perekonomian diperkirakan juga terjadi di kawasan Eropa, Jepang, India dan negara emerging market lainnya. Penguatan ekonomi dunia diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
Sesuai pola tahunan, konsumsi rumah tangga cenderung melambat di awal tahun. Tidak adanya perayaan atau event khusus di awal tahun dan adanya kebijakan penghematan anggaran yang melarang instansi pemerintah melakukan kegiatan di luar kantor diperkirakan ikut mendorong perlambatan konsumsi (analisis dampak dari Surat Edaran Kemenpan No. 11 tahun 2014 pada Boks-4). Selain itu, kegiatan bisnis cenderung menurun di awal tahun yang mempengaruhi penghasilan dan konsumsi masyarakat.

Kegiatan investasi juga diperkirakan menurun pada triwulan pertama. Kegiatan investasi yang bersumber dari anggaran pemerintah diperkirakan masih sangat rendah realisasinya karena di awal tahun masih dalam tahap persetujuan/finalisasi anggaran dan proses pengadaan.
3.1.3.
Tantangan Kondisi Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2016
Prospek perekonomian daerah menghadapi beberapa tantangan utama yang diperkirakan turut menentukan kinerja ekonomi dan inflasi ke depan. Faktor eksternal berupa tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global, terutama dengan adanya potensi kembali melambatnya kinerja ekonomi China dan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada tertahannya kinerja ekspor dari berbagai daerah dan mengganggu kegiatan investasi daerah.

Tantangan dari penerapan kebijakan pengaturan ekspor mineral, dalam jangka pendek, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan berpotensi berdampak pada kinerja ekspor di beberapa daerah. Namun, dalam jangka menengah panjang, penyesuaian yang telah dilakukan pelaku usaha dan konsistensi dari penerapan kebijakan ini akan berdampak positif bagi peningkatan nilai tambah dari ekspor tambang, sehingga mendorong kinerja ekonomi secara keseluruhan, terutama bagi daerah-daerah yang didominasi oleh kegiatan pertambangan.

Pada tahun 2016, memasuki era globalisasi, indonesia sudah melaksanakan perdagangan bebas yang dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional dan juga perekonomian Kepulauan Riau. Diharapkan kondisi tersebut dapat menaikkan investasi di daerah. Penguatan sektor UKM dirasa perlu agar kondisi perekonomian Kepulauan Riau tidak tergantung pada negara luar.

Tantangan yang diperkirakan masih terjadi untuk kedepannya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 antara lain adalah :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. 

b. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi
d. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kepulauan Riau sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama. Serta  Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro 

e. Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi  keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja. 

3.2.
Arah Kebijakan Keuangan daerah

Penyelenggaraan pemerintah akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila penyelenggara urusan pemerintahan didukung dengan instrument-instrumen yang sudah dirumuskan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun. Untuk melaksanakan instrument-intrumen tersebut tentunya didukung dengan pendanaan/ sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2013-2015, serta proyeksi tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tahun 2013 s.d Tahun 2017
	URAIAN
	2013
	2014
	2015*
	2016*
	2017*

	
	
	
	
	
	

	PENDAPATAN
	2.843.717.931.680,02
	2.919.185.331.874,16
	2.791.361.075.565,00
	3.026.806.718.975,00
	3.243.000.000.000,00

	 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	907.982.180.251,02
	1.070.208.288.698,16
	1.143.360.000.000,00
	1.109.056.419.500,00
	1.205.864.320.000,00

	 
	 
	Pendapatan Pajak Daerah
	852.180.399.414,00
	1.006.068.103.257,00
	1.078.250.000.000,00
	1.040.848.919.500,00
	1.125.000.000.000,00

	 
	 
	Hasil Retribusi Daerah
	13.413.198.431,00
	2.713.028.614,00
	5.080.000.000,00
	3.062.500.000,00
	3.364.320.000,00

	 
	 
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	42.388.582.406,02
	61.427.156.827,16
	60.030.000.000,00
	65.145.000.000,00
	77.500.000.000,00

	 
	DANA PERIMBANGAN
	1.753.710.493.429,00
	1.664.959.883.176,00
	1.408.795.115.565,00
	1.641.530.391.475,00
	1.735.000.000.000,00

	 
	 
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	1.060.969.973.429,00
	925.272.475.176,00
	670.314.194.565,00
	621.425.775.475,00
	656.000.000.000,00

	 
	 
	Dana Alokasi Umum
	656.067.610.000,00
	698.009.318.000,00
	695.943.711.000,00
	866.810.696.000,00
	910.000.000.000,00

	 
	 
	Dana Alokasi Khusus
	36.672.910.000,00
	41.678.090.000,00
	42.537.210.000,00
	153.293.920.000,00
	169.000.000.000,00

	 
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	182.025.258.000,00
	184.017.160.000,00
	239.205.960.000,00
	276.219.908.000,00
	302.135.680.000,00

	 
	 
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	182.025.258.000,00
	184.017.160.000,00
	238.083.000.000,00
	275.000.000.000,00
	301.000.000.000,00

	 
	 
	Tambahan Penghasilan Guru
	 
	 
	48.000.000,00
	55.200.000,00
	60.720.000,00

	 
	 
	Pendapatan Hibah
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sumbangan Pihak Ketiga

	 
	 
	1.074.960.000,00
	1.164.708.000,00
	1.074.960.000,00

	BELANJA
	2.715.832.508.855,00
	3.312.458.874.128,00
	2.912.701.240.575,00
	3.056.806.718.975,00
	3.263.000.000.000,00

	 
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	1.195.146.661.670,00
	1.213.820.568.627,00
	1.451.751.041.568,00
	1.448.720.003.126,00
	1.043.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Pegawai
	220.943.359.701
	252.064.813.412
	300.000.000.000,00
	322.236.591.612,00
	325.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Hibah
	365.873.250.000
	470.786.269.900
	409.683.737.568,00
	325.680.000.000,00
	270.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Bantuan Sosial
	134.215.224.579
	40.688.431.068
	119.132.500.000,00
	96.803.411.514,00
	105.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	283.495.455.367
	252.894.343.625
	345.000.000.000,00
	670.000.000.000,00
	305.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	189.620.350.023
	197.356.710.622
	274.934.804.000,00
	31.000.000.000,00
	35.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Tidak Terduga
	999.022.000
	30.000.000
	 
	3.000.000.000,00
	3.000.000.000,00

	 
	 
	Bantuan Keuangan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BELANJA LANGSUNG
	1.520.685.847.185,00
	2.098.638.305.501,00
	1.460.950.199.007,00
	1.608.086.715.849,00
	2.220.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Pegawai
	189.822.416.013
	183.736.096.746
	132.035.659.203,82
	160.808.671.584,90
	200.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Barang dan Jasa
	937.953.665.819
	1.196.907.727.476
	871.376.571.712,63
	964.852.029.509,40
	1.320.000.000.000,00

	 
	 
	Belanja Modal
	392.909.765.353
	717.994.481.279
	457.537.968.090,55
	482.426.014.754,70
	700.000.000.000,00

	SURPLUS / (DEFISIT)
	127.885.422.825,02
	-393.273.542.253,84
	-121.340.165.010,00
	-30.000.000.000,00
	-20.000.000.000,00

	PEMBIAYAAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
	514.289.373.508,13
	538.527.772.256,75
	136.340.165.010,00
	30.000.000.000,00
	30.000.000.000,00

	 
	 
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
	-
	507.922.872,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi 
	11.191.949,00
	-
	 
	 
	 

	 
	 
	 Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir 
	905.187.953,00
	-
	 
	 
	 

	 
	 
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	513.372.993.606,13
	463.019.849.384,75
	88.840.165.010,00
	30.000.000.000,00
	30.000.000.000,00

	 
	 
	Pencairan Dana Cadangan
	 
	75.000.000.000,00
	47.500.000.000,00
	 
	 

	 
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
	179.154.946.947,26
	56.410.805.294,23
	15.000.000.000,00
	
	10.000.000.000,00

	 
	 
	Pembentukan Dana Cadangan
	-
	32.500.000.000,00
	 
	
	 

	 
	 
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
	90.000.000.000,00
	10.000.000.000,00
	 
	
	10.000.000.000,00

	 
	 
	Pembayaran Pokok Utang
	-
	12.310.805.294,23
	 
	 
	 

	 
	 
	 Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 
	-
	1.600.000.000,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan 
	89.154.946.947,26
	-
	15.000.000.000,00
	 
	 

	PEMBIAYAAN NETTO
	335.134.426.560,87
	482.116.966.962,52
	121.340.165.010,00
	30.000.000.000,00
	20.000.000.000,00

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
	463.019.849.385,89
	88.843.424.708,68
	0,00
	0,00
	0,00


1) Pendapatan Daerah

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2013 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 2.843.717.931.680,02, tahun 2014 sebesar                                   Rp. 2.919.185.331.874,16. Sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2015 menurun menjadi sebesar Rp. 2.791.361.075.565,00, serta proyeksi 2016 naik menjadi              Rp. 3.026.806.718.975,00. 
a).
Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan inovasi dalam menggali potensi yang ada untuk meningkatkan PAD di antaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Penerimaan PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif juga. PAD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,070 trilyun lebih, tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp. 1,143 trilyun lebih dan proyeksi PAD tahun 2016 turun menjadi sebesar Rp. 1,109 trilyun. Sektor pendapatan asli daerah paling besar berasal dari sektor pajak, dimana proyeksi pendapatan sektor pajak sebesar Rp. 1,040 trilyun lebih.
b).
Dana Perimbangan 

Sesuai amanat Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penerimaan pemerintah pusat dibagi hasilkan kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2014, realisasi Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 1,664 triliun yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 925,272 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 698,009 miliar dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 41,678 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,408 triliun, dimana kenaikan dana perimbangan paling besar disumbang dari sektor dana bagi hasil dan juga dana alokasi khusus.
Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2016 diperkirakan naik menjadi Rp. 1,641 triliun lebih. Besaran  penerimaan Dana Perimbangan sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH, tata cara penyaluran, pedoman umum, petunjuk teknis pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Namun demikian peningkatan Dana Perimbangan akan tetap diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar penerimaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai secara optimal.

c).
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2013, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 182,025 miliar lebih, tahun 2014 sebesar                    Rp. 184,017 milyar lebih, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp. 239,205 milyar lebih dan perkiraan pada tahun 2016 untuk  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 276,219 miliar lebih.
Berdasarkan data series kurun waktu 2013-2016, secara keseluruhan Pendapatan Daerah menunjukkan tren peningkatan. Penerimaan Pendapatan Daerah provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 masih mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah serta Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah tiap tahun akan diupayakan meningkat serta mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus. 

3.2.2
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Landasan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau terus diupayakan mengalami tren peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepulauan Riau 96 % terdiri atas perairan dan lautan, namun potensi dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masih bertumpu pada sektor pungutan berbasis darat. Realisasi PAD dari waktu ke waktu meningkat secara signifikan rata-rata lebih dari 10%  tiap tahunnya. Hal tersebut juga menunjukkan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam menggali dan mengembangkan potensi PAD Kepulauan Riau. Ada beberapa hal terkait dengan optimalisasi pemungutan PAD pada tahun 2016 sebagai berikut :

1.
Perkiraan masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi akan berdampak pada target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta menganalisa perkembangan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. 

2.
Adanya rencana revisi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan akan mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.
Rencana penagihan aktif piutang pajak kendaraan bermotor.

4.
Rencana optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang dan tanjung Uban dengan menambah jasa layanan dan ruang kamar nginap rumah sakit.
Pada tahun 2016, Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan menurun menjadi Rp. 1.040.848.919.500,-. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengestimasi target pajak daerah tahun 2016 sebagai berikut:

-
Disadari bahwa tahun 2016 prediksi pertumbuhan ekonomi masih cenderung rendah, optimalisasi pemungutan pajak daerah akan dilakukan melalui penagihan aktif pajak terutang khususnya pada kendaraan roda 4 tahun 2005 ke atas. 

-
Penurunan target pajak daerah tahun 2016 signifikan pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), berdasarkan hasil koordinasi dengan PT. Pertamina (Persero) diketahui terjadi penurunan kuantitas penggunaan BBM jenis solar yang digunakan oleh industri hingga 30% jika dibandingkan konsumsi BBM tahun 2013-2014. Namun konsumsi BBM jenis premium dan Pertamax diharapkan tetap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 

-
Melakukan optimalisasi pemungutan potensi Pajak Air Permukaan (P-AP), dengan merencanakan adanya penyesuaian Nilai Perolehan Air (NPA) khususnya untuk penggunaan air permukaan oleh industri dan masyarakat.

-
Kegiatan intensifikasi pajak daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016 berupa operasionalisasi samsat keliling, penyederhanaan pelayanan samsat melalui samsat link, kegiatan penertiban (razia penegakan hukum) kendaraan, penagihan aktif wajib pajak dan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Kepulauan Riau.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 94 dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan porsi pembagian yang telah ditetapkan sesuai objek pajak. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagi hasil Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota juga harus ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA.
Penetapan target Dana Perimbangan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan baru diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan, maka pemerintah daerah diharuskan untuk menyesuaikan target Dana Perimbangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2016 yaitu meliputi:

1.
Meningkatkan sumber Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

a.
Intensifikasi Pajak Daerah. 

Upaya Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

-
Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/ database kantor pelaksana & pelayanan teknis;

-
Pembuatan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan dengan menaikkan beberapa tarif Nilai Perolehan Air (NPA);

-
Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

-
Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap KPPD/UPT ;

-
Pengembangan aplikasi e-payment samsat 

-
Pengembangan sistem informasi online melalui media website dan media informasi Dinas Pendapatan Daerah.

-
Meningkatkan sinergi Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan membentuk sekretariat Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau dalam hal koordinasi kebijakan pelayanan samsat.

b.
Ekstensifikasi Retribusi Daerah.

Upaya Ekstensifikasi Retribusi Daerah dilakukan dengan Pengkajian jenis Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, pada tahun 2016, mulai ditargetkan penerimaan retribusi jasa usaha dari sektor perhubungan laut. 

c.
Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan Tanjunguban kepada masyarakat.

d.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak daerah.

e.
Meningkatkan pengelolaan penerimaan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada transpransi dan akuntabilitas.

2.
Kebijakan penerimaan dana perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dimana menghendaki pembagian DBH berdasarkan prinsip realisasi (based on actual revenue) dalam tahun anggaran berjalan.

3.
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terjadi peningkatan yang signifikan.  Mulai tahun 2016, alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme bottom-up, yakni daerah menyampaikan usulan (proposal based) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasiaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat top-down, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi lintas SKPD dalam mengajukan usulan anggaran pembangunan melalui Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.2.3.
Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) dalam APBD adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Belanja daerah tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib baik itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 

Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan untuk membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Tahun 2016 merupakan Tahun Transisi Pemerintahan, oleh karena itu kebijakan total perkiraan belanja daerah berpedoman pada Kebijakan Pembangunan Nasional serta Arahan Pembangunan Daerah pada RPJPD. Berkenaan dengan kebijakan total perkiraan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 
Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan mempedomani pada SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Belanja pada Tahun Anggaran 2016 antara lain:

-
Pengalokasian anggaran Pendidikan sebesar 20%

-
Pengalokasian anggaran Kesehatan sebesar 10%

-
Pelaksanaan Program Prioritas yang tertunda pelaksanaannya pada Tahun 2015 dikarenakan Defisit Anggaran

-
Pencapaian dan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan ProvinsiKepulauan Riau Tahun 2016 dalam upaya mendukung pencapaian keberhasilan Nawa Cita.
Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

1)   Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimun 2,5% dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan). ). Pada komponen Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk membiayai tunjangan pegawai yang terdiri dari: tunjangan prestasi kerja dan beban kerja serta honorarium pegawai yang terdapat pada komponen Belanja Langsung. Sedangkan untuk gaji sudah diantisipasi kebijakan Pemerintah tentang pemberian Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 (pengganti Tunjangan Hari Raya).
2)   Belanja Hibah

Kebijakan pemberian hibah dilakukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3)   Belanja Sosial

Kebijakan pemberian belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial  dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4)
Belanja Bagi Hasil

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kabupaten/Kota akan disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2016.
5)   Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat umum yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Selain itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6)
Belanja Tidak Terduga
Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak  biasa/tanggap darurat yang diharapkan tidak berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dari sektor pembiayaan, pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. 

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA)  yang terdiri atas : (1) Penghematan belanja SKPD; dan (2) pelampauan (over target) penerimaan Pendapatan Daerah Penerimaan pembiayaan tersebut setiap tahunnya adalah dalam rangka untuk menutup defisit anggaran belanja.
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